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melalui Lembaga Riset yaitu Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Ar-
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sederhana dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.
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telah memberi kesempatan kepada penulis melakukan penelitian Dana
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ditujukan kepada para narasumber seminar proposal dan seminar hasil
atas saran dan masukan berharga sehingga membuka wawasan dan pola
pikir penulis. Kepada Dekan Fakultas Sayri’ah, Ketua Jurusan SJS terima
kasih atas pemberian izin melakukan penelitian kepada penulis. Terakhir,
Kepada staff Perpustakaan JAIN Ar-Raniry, PPs IAIN Ar-Raniry dan
Perpustakaan Fakultas Sayri’ah yang bersedia meminjamkan sumber
rujukan terkait kepada penulis, sehingga karya ini menjadi rampung,.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini akan mengkaji konsep hukuman' dalam tradisi
hukum pidana Islam. Perhatian utama diarahkan pada persoalan
sistem sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan
sebagai bagian dari teori hukuman (pemidanaan) Islam.
Penelusuran terhadap konsep hukuman diawali dengan melakukan
pencarian hubungan hukuman dengan pencegahan (punishment and
deterrence). Dalam literatur hukum pidana, kajian terhadap
“hukuman” masih menyisakan persoalan khususnya aspek hukum
yang terdapat dalam sistem pemidanaan. Semua sistem hukum
pidana manapun, kajian terhadap konsep hukuman tidak lain adalah
mengkaji landasan filosofis sebuah hukuman yang mengarah pada
untuk apa hukuman itu dilakukan dan apa manfaat hukuman itu
bagi masyarakat umum.

Sesuai dengan ruang lingkup kajiannya, hukum pidana
sebagai hukum yang mengatur kepentingan publik, jika dilanggar
akan dikenakan sanksi hukum. Secara teoritis, kajian mendasar
tentang konsep hukuman tertuju pada dampak yang ditimbulkan
terhadap penerapan hukuman tersebut. Di samping itu juga

'Dalam penelitian ini, istilah yang menunjukkan hukuman terkadang
digunakan istilah pemidanaan dan istilah pidana. Ketiga istilah ini memiliki
makna yang sama yaitu suatu penderitaan yang dikenakan kepada pelaku
kejahatan.
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berfungsi sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan  dan
masyarakarat sckitarnya yang menyaksiksan dan  mengetahui
hukuman tersebut. Menurut Topo Santoso, pemidanaan dalam arti
jenis sanksi yang dijatubkan kepada pelaku kejahatan, terdiri atas
lima unsur. Pertama, ia harus mengandung suatu hal yang tidak
mengenakkan bagi pelaku. Kedua, ia harus dijatuhkan suatu tindak
pidana. Ketiga, ia harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.
Keempat, ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga
resmi. Kelima ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi
terhadap mercka yang melanggar aturan.?

Berbeda halnya jika ditinjau dalam kajian filsafat yang
menegaskan bahwa  pelaku pelanggaran dipandang sebagai
makhluk yang memiliki nalar dan dalam batas tertentu bebas
memilih untuk melanggar hukum pidana atau tidak. Pandangan
seperti ini mengikuti cara pandang aliran free wiil (kebebasan
memilih).> Selanjutnya ahli sosiolog memandang pemberian
hukuman merupakan hal yang paling efektif dalam menjaga tata
tertib sosial dan meningkatkan perubahan sosial yang konstruktif
manakala ia dihubungkan dengan pola tingkah laku yang sah.

Beragamnya sudut pandang tentang teori hukuman di atas
melengkapi tujuan dari sebuah hukuman untuk memperkuat nilai-
nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui

penghilangan fisik pelaku dalam melakukan aksi berikutnya,

>Topo Santoso “Suatu Tinjauan atas Efektlvitas Pemidanaan” dalam
Agustinus Pohan, dkk (ed.), Hukum Pidana dalam Perspektif, (Jakarta:

Universitas Indonesia, 2012), him. 214,
*Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori

Hukum, cet. IX, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), him. 87,
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rehabilitasi pelaku, pencegahan pelaku dari mengulangi perbuatan
yang sama serta mempunyai tujuan yang jelas dengan
memperhatikan kepentingan publik. Hal ini berarti hubungan
hukuman dengan bentuk hukuman yang ada hanya berorientasi
pada aspek pejeraan saja.

Dalam tradisi hukum pidana Islam hubungan hukuman
dengan bentuk hukuman yang diberikan saling terkait dengan
aspek religius sebagai pengampunan dosa, disamping tetap
mempertimbangkan aspek penjeraan supaya pelaku kejahatan
tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, begitu juga bagi
masyarakat merasa “takut” melakukan perbuatan serupa. Seperti
diungkapkan Muhammad Khalid Mas’ud, tujuan pemberian
hukuman dalam Islam untuk merealisaikan kemaslahatan umat
sekaligus menegakkan keadilan.*

Menyangkut nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu
masyarakat, termasuk kepentingan individu menjadi perhatian
utama dalam pidana Islam. Seperti pidana pencurian, kejahatan ini
merupakan tindak pidana terhadap harta pribadi. Perlindungan
terhadap harta pribadi dianggap penting untuk menjamin tatanan
sosial, pelanggaran terhadapnya dianggap oleh seluruh masyarakat
sebagai kejahatan yang harus dihukum berat.’ Dari sini dapat
dipahami, pidana Islam menjelaskan apa yang menjadi nilai dasar
bagi suatu masyarakat dan pemerintahnya. Perlindungan terhadap

‘Muhammad Khalid Mas'ud, Filsqfat Hukum Islam dan Perubahan
Sosial, alih Bahasa Yudian W, Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 225.
SMuhammad Salim al-'Awwa, Fi Ushul al-Nizham al~Jinai al-Islami,

(Riyadh:Dar al-Ma’arif, t.th.), h. 65.

PRI R R TR e S i e A e
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nilai dasar menjadi “obat™ bagi kepentingan dan tatanan umum
yang dicederai oleh pelanggaran terhadapnya. Konsekuensinya,
penerapan hukuman yang telah digariskan olch nilai-nilai dasar
tadi juga menjadi penting.

Norma-norma pidana Islam berasal dari dua sumber utama,
yaitu al-Qur’an dan hadis. Secara khusus penjelasan tentang
hukuman tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Pembahasan
tentang hukuman selalui diiringi dengan bentuk tindak pidana
yang dilarang sekaligus disebutkan ancaman hukumannya. Hasil
penelitian Achyar Zein, tindak pidana yang ditegaskan dalam al-
Qur’an hanya sebanyak sepuluh perbuatan. Kendati jumlah tindak
pidana sangat sediit disebutkan dalam al-Qur’an, tetapi jika dilihat
dari norma pidana, di dalamnya sudah mewakili perbuatan-
perbuatan yang terjadi di masyarakat.’® Atas dasar itulah ulama
figih mendesain hukuman dalam pidana Islam bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan seperti menjaga ketertiban dan
ketenteraman individu dan masyarakat, sekaligus mencegah
perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap
anggota masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, anggota
badan, harta maupun kehormatan.’

SAchyar Zein, Kriteria Tindak Pidana dalam al-Qur'an, (Band Acch:
Disertasi PPs IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm, 79

"Kemaslahatan hamba yang harus dipelihara terdiri atas tiga kategori:
daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dimaksudkan dengan maslahat al-
daruriyyat adalah sesuatu yang menjadi dasar tegaknya kemaslahatan agama dan
dunia. Karena itu keberadaannya menjadi wajib dan harus dipelihara
eksistensinya. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori al-daruri ada
lima, yaitu: al-din (agama), al-nqfs (jiwa), al-nas! (keturunan), al-mdl (harta),
dan al-‘agl (akal). Maslahat al-hajiyyat adalah hal-hal yang dibutuhkan
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Keempat konsep pidana ini merupakan sanksi yang bersifat
hukum. Akan tetapi keempat jenis pidana di atas, tidak murni
bersifat pidana, seperti yang dipahami dalam konteks hukum
pidana Barat modern. Dalam pidana gishash dan diyat, hak korban
untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana menjadi prioritas
utama selama tidak memperoleh maaf dari keluarga korban.
Sebaliknya jika keluarga korban menerima kesalahan pelaku
pembunuhan dan disertai dengan pemberian maaf, maka pelaku
pembunuhan akan dikenakan hukuman diyat. Seorang anak
membunuh ayahnya, -dalam pandangan fugaha- tidak
diancam hukuman gishash. Secara keperdataan anak yang
membunuh ayahnya menjadi terhalang menerima warisan.
Terhalangnya seorang anak menerima warisan orang tuanya
bukanlah sanksi yang bersifat pidana, melainkan bersifat perdata.
Demikian pula dalam pidana murtad, pelaku murtad yang tidak
memerangi pemerintahan Islam tidak dikenakan ancaman
hukuman mati, melainkan sanksi yang bersifat perdata, yaitu tidak

keberadaannya ‘sebagai bentuk kelapangan dan sekaligus menghilangkan
kesulitan bagi mukallaf dalam memelihara al-daruriyyat. Ketiadaan al-hajiyyat
ini dapat menyebabkan manusia jatuh dalam kesulitan dan kesusahan, tetapi
tidak akan sampai merusak dan mengancam eksistensinya, yang terwujud
dengan terpeliharanya kebutuhan al-daruriyyat itu sendiri. Sedangkan
tahsiniyyat merupakan sesuatu yang sebaiknya ada karena bersifat sebagai
penyempurna dua kategori (kebutuhan) di atas, Pemenuhan kebutuhan al-daruri
harus didahulukan dan keberadaannya pun berada pada posisi puncak, kemudian
baru al-haji dan diikuti oleh al-tahsini. Akan tetapi, mengingat yang dituju
dalam penetapan syari‘at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat,
maka ketiga kebutuhan ini harus terwujud secara serentak karena pada dasarnya
baik al-haji maupun al-tahsini hadir untuk menyempurnakan al-daruri. Al-
Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), him.
2, 16 dan 25.
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diterima kesaksiannya, dan divonis sebagai orang kafir. Bahkan
dalam al-Qur’an hukuman bagi orang murtad secara akidah
mendapat ancaman moral yang bersifat ukhrawi.®

Karena itu, konsep hukuman dalam Islam selain
mengandung sifat pidana, juga memiliki sifat keperdataan. Selain
itu ada pula sanksi bersifat religius yaitu kaffarah dapat dikenakan
bagi pelanggaran terhadap perbuatan pidana, perdata maupun
persoalan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, seperti
hubungan seksual suami isteri di siang hari bulan ramadhan dapat
-membatalkan puasa.

Menurut Jimly Asshiddigie, karakteristik hukuman dalam
pidana Islam menjadi keunikan tersendiri dengan mengacu pada
konsep hukuman yang mempunyai kaitan dengan sanksi agama
dan konsep hukuman yang memiliki kaitan dengan pidana dan
perdata. Bentuk-bentuk hukumannya dikelompokkan menjadi tiga
bentuk hukuman; hukuman hudud, hukuman qishash-diyat dan
hukuman ta’zir. Ja menambahkan dasar pengelompokan ke dalam
figa bentuk hukuman ini berdasarkan hak Allah dan hak manusia,
dan karena itu mengandung unsur perdata.’

Kajian tentang teori hukuman ini sesungguhnya merupakan
studi yang sangat luas dalam memahami sistem hukum pidana.
Pada prinsipnya tujuan dirumuskannya hukuman dalam sistem
hukum pidana adalah sama, yaitu untuk mewujudkan

%Q.8. al-Bagarah ayat 217, Ali Imran ayat 149, al-Maidah ayat 54 dan

Muhammad ayat 25. :
*Yimly Assiddiqie, Pembaharun Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:

Angkasa, 1996), h. 118-119.
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kemaslahatan masyarakat umum. Akan tetapi upaya untuk
mencapai kemaslahatan umum tersebut, masing-masing sistem
hukum memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan bangunan
filosofis sistem pemidanaan. Dengan kata lain, tidak semua sistem
hukum pidana memiliki kesamaan dalam mendesain teori
hukuman.

Dalam filsafat pemidanaan Barat, karakteristik pemidanaan
adalah murni sanksi pidana yang mengarah pada sanksi pidana dan
sanksi tindakan. Kedua karakteristik pemidanaan ini memiliki
tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu mewujudkan ketertiban
umum. Di satu sisi filsafat pemidanaan Barat dianggap lebih baik
dan menjadi standar universal dalam merumuskan sistem
pemidanaan disaat ini. Keberadaan sistem pemidanaan dalam
Islam terkesan tidak aplikatif dan efektif. Harus diakui, sumber
pengambilan teori hukuman dalam Islam adalah al-Qur’an dan
hadis, akan tetapi keterbatasan penjelasan dari kedua sumber ini
menggiring pada minimnya pemahaman tentang hakikat dari
pemidanaan dalam sistem pidana Islam. Namun demikian jika
ditelaah lebih lanjut ditemukan bahwa daiam teori hukuman
pidana Islam terdapat sanksi religius sekaligus hukum yang
bersifat pidana dan perdata. Ketiga sanksi ini saling memiliki
keterkaitan yang erat. Kuatnya hubungan ketiga sistem sanksi ini
menjadikan konsep hukuman dalam pidana Islam terlihat lebih
efektif dalam meinimalisir kejahatan. Beberapa persoalan yang
menjadi bahan sorotan terhadap sistem pemidanaan dalam Islam

adalah tidak terujinya aspek-aspek yang terdapat dalam teori
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pemidanaan modern ke dalam tindak pidana Islam. Sehingga
berkembang wacana hukum pidana Islam terlihat efektif di
zamannya, dan tidak aplikatif di zaman modern.

Harus diakui, sumber pengambilan teori hukuman dalam
Islam adalah al-Qur’an dan hadis, akan tetapi keterbatasan
penjelasan dari kedua sumber ini menggiring pada minimnya
pemahaman tentang hakikat dari pemidanaan dalam sistem pidana
Islam. Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut ditemukan
bahwa dalam teori hukuman pidana Islam terdapat sanksi religius
sekaligus pidana dan perdata. Ketiga sanksi ini saling memiliki
keterkaitan yang erat. Kuatnya hubungan ketiga sistem sanksi ini
menjadikan konsep hukuman dalam pidana Islam terlihat lebih
efektif. Beberapa persoalan yang menjadi bahan sorotan terhadap
sistem pemidanaan dalam Islam adalah tidak terujinya aspek-aspek
yang terdapat dalam teori pemidanaan modern ke dalam tindak
pidana dalam Islam. Sehingga berembang wacana hukum pidana
Islam terlihat efektif di zamannya, dan tidak aplikatif di zaman
modern.

Untuk itu studi ini membatasi pada tema utama seputar
dasar filosofis hukuman dalam pidana Islam, disamping
membandingkan dengan teori hukuman modern dalam sistem
pidana kontemporer sebagai alat analisis dalam upaya
mempertemukan tujuan dan maksud hukuman itu ditetapkan
dalam konteks kemodernan. Dengan demikian efektifitas hukuman

dalam tradisi hukum pidana Islam semakin muncul eksistensinya
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ke permukaan. Berbeda dengan hukum pidana Barat yang
mendasarkan pada paham utility sosial (social utility).

Tema selanjutnya melihat nilai-nilai yang terkandung
dalam sanksi hukum bersifat pidana, perdata dan religius. Hal ini
bukan berarti untuk memilah-milah nilai-nilai sanksi seperti yang
dipahami dalam pidana Barat, melainkan lebih pada upaya
integrasi jenis hukuman yang ditetapkan dalam pidana Islam
sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukannya. Sebagai
contoh hukuman mati dalam pidana murtad ada yang bersifat
perdata dan ada yang bersifat pidana. Tentunya pemisahan seperti
ini akan mempertegas tujuan penerapan hukuman dalam pidana
Islam.

Upaya menjelaskan integritas hukuman dalam pidana Islam
dicoba lakukan melalui penerapan teori hukuman kontemporer
sebagai dasar pengujian efektifitas hukuman dalam pidana Islam,
lalu dikaitkkan dengan jenis-jenis perbuatan pidana dalam pidana
Islam. Seperti hukuman hudud, gishash-diyat dan ta’zir. Jenis
hukuman ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori
pemidanaan kontemporer, sehingga eksistensi hukuman dalam
pidana hudud, gishash-diyat dan ta’zir masih relevan untuk
dipertahankan dalam kontecks negara bangsa senantiasa

mengadopsi sistem pemidanaan Barat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah utama yang akan

dikaji lebih lanjut adalah integritas hukuman dalam pidana Islam
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sesuai dengan tujuan penetapan hukuman. Pertanyaan pendukung
diajukan untuk melengkapi persoalan pokok adalah:
1. Bagaimana konsep hukuman dalam pidana Islam

2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan modern dalam sistem
pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini
yaitu:

1. Menggali konsep hukuman dalam pidana Islam sebagai
persoalan filsafat pemidanaan sehingga tujuan yang ingin
dicapai dari pemidanaan dapat terealisir

2. Mengidentifikasi karakteristik sanksi hukuman dalam pidana
Islam sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

3. Teraktualisasinya sistem sanksi pidana Islam pada saat
diterapkan dalam sistem pemidanaan kontemporer.

Setelah tujuan studi ini tercapai dapat dirasakan manfaatya
yaitu efektifinya pemberlakuan sistem sanksi pidana Islam ke
dalam sistem pemidanaan kontemporer, sehingga teori hukuman
pidana Islam dapat menunjukkan eksistensinya sekaligus berfungsi
sebagai upaya menekan angka kriminalitas seperti di Arab Saudi.

D. Hipotesis Penelitian

1. Ajaran etika dan moral tidak menjadi perhatian utama dalam
sistem pemidanaan kontemporer

2. Sanksi religius memperkuat upaya memperbaiki pelaku
kejahatan.
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